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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan jenis hukum yang memberikan nestapa, sehingga

orang akan menerima derita atas pelanggaran yang telah dilakukarmya.l Hal i

tertuang dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan yang oleh

aturan pidana dilarang dan diancam dengan Undang-undang, 2

Menurut D. Simon, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari g

1.

)

Handeling; perbuatan manusia, yang dimaksudkan tidak hanya een doen

(perbuatan), akan tetapi juga een nalateen / niet doen (melalaikan atau tidak
berbuat)

Perbuatan manusia itu harus melawan hukum ( Wederrechtelijk)

Perbuatan itu diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ) oleh Undang-
undang

Harus dilakukan oleh seseorang yang mempu bertanggungjawab
(Toerekeningsvatbaar)

Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schu/d ) si pembuat.

Apabila menentukan tindak pidana, harus terlebih dahulu dinyatakan dengan

peraturan Undang-Undang yang berlaku secara umum?®.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa setiap pelaku tindak

pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan

him.25

' Wirjono prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1979,

2 1bid., him.27

3 . . )
) D.Simon dalam Nashriana, Diktat kuliah hdaum penitensier, Palembang, 2002, him.31
Bambang Poemomo, Asas-asas hkum pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1976, him.20



sesuai dengan asas “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale) atau dalam
bahasa hukum disebut dengan asas legalitas.

Bambang Poernomo, dalam bukunya tentang “Asas-Asas Hukum Pidana”
menyatakan bahwa pengertian hukum pidana yang pernah dirumuskan oleh para ahli,
bahwa hukum pidana dalam arti subyektif adalah mencakup hak negara untuk
memidana bagi pelanggaran hukum pidana (Tus Poeniendi) sebagai suatu hak yang
timbul setelah adanya hukum pidana; dalam arti yang obyektif yaitu memuat
ketentuan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang atau diharuskan dengan
disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang membuat pelanggaran
hukum pidana (Ius Poenale).

Pasal 10 KUHP, mengatur bahwa pidana meliputi :

1. Pidana Pokok; berupa :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

¢. Kurungan

d. Denda
2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

¢. Pengumuman putusan hakim



Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana
penjara yang jelas memberikan nestapa yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang
atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana penjara itu dilalui dalam beberapa
kurun waktu tertentu, seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Aparat penegak hukum merupakan pengayom bagi masyarakat. Pengayoman
ini diberikan tidak saja kepada masyarakat tetapi juga kepada orang yang telah
tersesat karena melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma
hukum yang berlaku. Menurut WA. Bongerj, secara yuridis kejahatan adalah suatu
perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini adalah negara) diberi pidana.
Sedangkan menurut Paul Mudiono, kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang
dirasakan merugikan dan membuat jengkel sehingga tidak boleh dibiarkan®. Tindakan
inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam rumah tahanan ataupun Lembaga
Pemasyarakatan.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani pidana
lazimnya disebut dengan narapidana. Secara terperinci disebutkan bahwa Narapidana
adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma-norma masyarakat

sehingga dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

5
570 b1 ;VABonger dalam RA Koesnoen, Pengantar tentang kriminologi, Pembangunan, Jakarta,
, him.

6 o .
— Paul Mudigno Muliono, Perangkat sistem pemasyarakatan, Sinar baru, Bandung, 1986,
m.




hukum yang tetap (/In Kracht Van Gewz_';'de)7. Narapidana pada dasarnya merupakan
warga binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus
diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang
terpadu.

Konsepsi pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan
Konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964 yang
memutuskan bahwa, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan
sistem Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan LAPAS adalah tempat
untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dahulu juga
dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-.orang yang telah dijatuhi
pidana tertentu (seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana
tutupan) dari hakim dan harus menjalankan pidana mereka®.

Pada permulaan tahun 1964, tugas penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan
mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam
piagam pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi Kerja Direktorat
Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti

pembinaan menurut Pasal 1, 2, dan 6 sebagai berikut : °

7 . .
Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina cipt
Bandung, 1979, him.17 “ néonesia: Bioaicpls

8 Ibid., hlm.32

9 e %
I?mgam Pemasyarakatan Indonesia dan dasar dan Tujuan Pemasyarakatan, Brosur cetakan
ulangan, Direktorat Pemasyarakatan, LPCDM-Sukamiskin, Bandung, 1967 pada lampiran II



Bahwa sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung art1: pcmbinaar_l nara-
pidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas
kehidupan dan penghidupan. S
Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir tmbglnya .dan
berkembangnya self propelling adjustment diantara elemen Integritas,
sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembapgan pribadi
melalui assosiasinya menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan
penghidupan.

Demikian pula dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan
No.K.P.10.13/ 3/ 1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan
No.J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang konsepsi kemasyarakatan,
menentukan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapoutie, yang
sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan
azas ; perikemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti kegiatan sistem
pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana
untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara, agar mencapai
keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi
anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan
melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin
bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat,

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang
berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas

dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah

pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga



diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung
jawab untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam
masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur
dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti .yang dimaksudkan tidaklah
tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan warna dasar agar
narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap
hukum yang berlaku dalam masyarakat Namun pembinaan narapidana masih
tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima
narapidana menjadi anggotanya.

Arah pembinaan harus tertuju kepada; i

a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan

dan mentaati peraturan hukum

b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat

berdiri sendin dan diterima menjadi anggotanya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan
sistem Pemasyarakatan, maka para pemimpin kepenjaraan merumuskan prinsip-

prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut : !

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup

sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang

10 ..
' A.Harpzah dan Siti Rahayu, Suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia,
Akademika pressindo, Jakarta, 1983, him.85

"' 1bid., him.86



dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa
finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian,
keterampilan sehingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif
untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam
pembangunan negara.

. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh
ada penyiksaan terhadap narapidana berupa tindakan, ucapan, cara perawatan
maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya
hanya dihilangkan kemerdekaannya.

. Tobat, tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma
hidup dan kehidupan. Serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya
yang lampau.

. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum
ia masuk lembaga.

. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan
masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh mengisi waktu, atau
hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.



8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia
tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan
agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan
menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah, ataupun mendapatkan
pendidikan di luar Lembaga.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Pembinaan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi narapidana
sehingga narapidana merasa sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dan
kembali ke jalan yang benar. Salah satu dampak positif dari pembinaan tersebut ialah
adanya sikap yang baik dari narapidana itu sendiri sehingga tidak jarang dari mereka

yang mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) maupun Pembebasan Bersyarat




Tabel 1
Jumlah narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan
Klas IA Palembang dari tahun 2001-2005

TAHUN JUMLAH NARAPIDANA
2001 540 orang
2002 710 orang
2003 667 orang
2004 708 orang
2005 748 orang

Sumber Data : Divisi Registrasi LP Klas JA Palembang Tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan keadaan jumlah narapidana yang
berada di Lembaga Pemasyarakatan terjadi peningkatan. Data pada tahun 2002
hingga tahun 2005 jauh melebihi kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan
1tu sendir yakni 540 orang. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa fungsi
dan peranan suatu Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga pembinaan terhadap
narapidana belum optimal.

Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan
sebagai lembaga pembinaan terhadap narapidana mempunyai fungsi dan peranan
yang urgen dalam kehidupan seorang narapidana, maka sangatlah diperlukan
keseriusan dalam melakukan penanganan secara efektif dan intensif agar narapidana
dapat kembali lagi menempuh hidup secara wajar dalam masyarakat dan menjadi

warga yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia
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Memperhatikan keadaan narapidana dari tahun 2001-2005, dihubungkan
dengan fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan, timbul pertanyaan apakah
jumlah narapidana yang tertera dalam statistik itu di luar atau sudah termasuk yang
memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Remisi dan pembebasan bersyarat
merupakan indikator keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan fungsi
dan peranannya sebagai lembaga pembinaan narapidana.

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut maka penulis berkeinginan untuk
menulisnya dalam Skripsi dengan judul “FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO.12 TAHUN 1995 (Studi Tentang Pemberian Remisi dan

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana ) “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah yang akan dibahas
dan dicari jawaban dalam skripsi ini, yaitu :
Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA
Palembang sebagai Lembaga pembinaan dan pengayoman terhadap narapidana

(dalam hubungannya dengan pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat ) ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah; Untuk mengetahui pemberian remisi dan

pembebasan bersyarat bagi narapidana termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi



11

efektifitas remisi dan pembebasan bersyarat serta kendala-kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, dapat memberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang
Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga pembinaan
terhadap narapidana

2. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat Penegak
hukum dalam pembinaan narapidana. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat
dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya khususnya

bagi Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang
bersumber pada data sekunder terutama dokumen tentang pengurangan masa pidana

(Remisi) dan pembebasan bersyarat.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum dan dikonsultasikan
kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh penjelasan yang lebih
rinci tentang aturan, persyaratan serta pelaksanaan ataupun persyaratan tambahan
yang ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Data sekunder yang diperoleh dan
bahan hukum yaitu :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari,
1. KUHP
2. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi
4. Keputusan Presiden No.M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Pembebasan
bersyarat
b. Bahan hukum sekunder, yang diperoleh dengan mempelajan doktrin dan
Azas-azas hukum
¢. Bahan hukum tertier, terdiri dan kasus-kasus dan literatur termasuk ;
1. Kamus umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
4. Analisa Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan
menyeleksi data yang diperoleh dari peneclitian, kemudian dihubungkan dengan
masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan

sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.
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